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This study aims to understand and describe the effectiveness of the 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program at the Land 

Office of Minahasa Regency. The research uses a qualitative approach by 

collecting data through observation, interviews, and documentation. The 

data collected is analyzed using descriptive qualitative analysis. Based on 

the results, the effectiveness of the PTSL program is reviewed using the 

following indicators: (1) Program Success: Each staff member involved in 

the PTSL program has multiple responsibilities, such as handling land 

certificates independently, financial reporting, front-office services, and 

document archiving. These heavy workloads make it difficult for them to 

focus fully on implementing the PTSL program. (2) Target Achievement: 

The slow process of issuing supporting documents such as grant letters, 

inheritance transfer letters, and land ownership statements by village or 

sub-district officials causes delays in submitting the required documents 

for the PTSL program. (3) Public Satisfaction: Due to a lack of public 

outreach, many people still do not fully understand the program or its 

requirements. (4) Overall Goal Achievement: Some officers are not careful 

enough during the document collection process, resulting in incomplete 

applications being accepted. This slows down the process of issuing land 

certificates. Therefore, it is important to assign staff specifically for PTSL 

tasks, improve cooperation between the Minahasa Land Office and 

village/sub-district officials, and create better planning so that the PTSL 

program can run more effectively and on time. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana 

terkait Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan melakukan pengumpulan data menggunakan teknik 

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, data yang diperoleh dianalisis 

secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian berdasarkan indikator: (1) 

Keberhasilan Program, banyaknya tugas yang harus dijalankan oleh masing-

masing pegawai yang mengurusi Program PTSL, seperti pengurusan 

sertifikat secara mandiri, pelaporan keuangan, pelayanan loket, hingga 

pengarsipan dokumen pertanahan, menyebabkan mereka kesulitan untuk 

memfokuskan diri dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL). (2) Keberhasilan Sasaran, lambatnya pengurusan surat 

hibah, surat alih waris, surat keterangan kepemilikan tanah oleh aparat 

Desa/Kelurahan menyebabkan keterlambatan pemasukan berkas Program 

PTSL. (3) Kepuasan terhadap Program, kurangnya sosialisasi membuat 
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masyarakat belum sepenuhnya memahami program dan persyaratannya. (4) 

Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh, ketidaktelitian petugas dalam 

pengumpulan berkas sehingga meloloskan berkas pemohon yang tidak 

lengkap menyebabkan keterlambatan pada proses pembuatan sertifikat 

Tanah. Oleh karena itu, perlu adanya alokasi pegawai secara khusus, 

peningkatan kerja sama antara Kantor Pertanahan Kab. Minahasa dengan 

aparat desa/kelurahan, serta penataan program yang lebih matang agar PTSL 

dapat berjalan efektif dan tepat waktu. 

 
 

1. Pendahuluan 

Tanah me$miliki pe$ran yang sangat pe$nting dalam ke$hidupan manusia, kare$na me$njadi te$mpat tinggal, te$mpat 

tumbuh dan be$rke$mbang, hingga me$njadi te$mpat pe$ristirahatan te$rakhir saat me$ninggal dunia. Se$lain fungsi 

te$rse$but, tanah juga me$miliki nilai e$ko$no$mi, kare$na dapat dimanfaatkan untuk ke$giatan pe$rtanian, usaha, maupun 

dijadikan jaminan pinjaman. O$le$h kare$na itu, tanah tidak hanya pe$nting se$cara fisik, te$tapi juga me$njadi salah satu 

sumbe$r utama pe$nghidupan bagi manusia.[1]  

Me$ngingat tanah me$miliki pe$ran yang sangat pe$nting dalam ke$hidupan masyarakat, se$hingga pe$rlu diatur 

se$cara me$nye$luruh, baik dalam hal pe$nggunaan, pe$manfaatan, ke$pe$milikan, maupun tindakan hukum yang 

be$rkaitan de$ngan tanah. Tujuan dari pe$ngaturan ini adalah untuk me$nce$gah te$rjadinya ko$nflik atau se$ngke$ta tanah, 

baik te$rkait ke$pe$milikannya maupun tindakan hukum yang dilakukan o$le$h pe$milik tanah. Dasar hukum me$nge$nai 

pe$laksanaan pe$ndaftaran tanah di Indo$ne$sia se$suai de$ngan isi Pasal 3 ayat (1) Pe$raturan Pe$me$rintah No$. 24 Tahun 

1997 te$ntang Pe$ndaftaran Tanah yang be$rbunyi se$bagai be$rikut: "Untuk me$mbe$rikan ke$pastian hukum dan 

pe$rlindungan ke$pada pe$me$gang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang te$rdaftar 

agar de$ngan mudah me$mbuktikan dirinya se$bagai pe$me$gang hak yang be$rsangkutan."[2]  

Pe$rmasalahan pe$rtanahan me$rupakan hal yang cukup krusial dalam ke$hidupan masyarakat, kare$na 

ke$pe$milikan hak atas tanah me$miliki pe$ran yang sangat pe$nting. Saat ini, pe$rso$alan te$rse $but se$makin se$nsitif 

kare$na se$ring me$micu ko$nflik atau se$ngke$ta, bahkan bisa te$rjadi di dalam ke$luarga. Salah satu fakto$r pe$micunya 

adalah hak atas tanah yang be$lum didaftarkan se$cara re$smi pada instansi yang be$rwe$nang. Salah satu pro $gram 

yang diluncurkan pe$me$rintah dalam me$mbe$rikan ke$pastian hak bagi masyarakat adalah pro$gram Pe$ndaftaran 

Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL). Pre$side$n Jo $ko $wi te$lah me$ngamanatkan dalam Instruksi Pre$side$n (Inpre$s) 

Re$publik Indo$ne$sia No $mo $r 2 Tahun 2018 Te$rkait Pe$rce$patan Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap di Se$luruh 

Wilayah Re$publik Indo$ne$sia yang ke$mudian di ikuti o$le$h pe$raturan me$nte$ri me$lalui Ke$me $nte$rian Agraria se$rta 

Tata Ruang/Badan Pe$rtanahan Nasio $nal Re$publik Indo$ne$sia me$nge$luarkan pro$gram untuk me$mudahkan 

masyarakat dalam pe$ngurusan se$rtifikat hak atas se$buah tanah se$bagaimana diatur dalam Pe$raturan Me$nte$ri 

Agraria dan Tata Ruang/Ke$pala Badan Pe$rtanahan Nasio$nal Re$publik Indo$ne$sia yang te$rcantum pada No$mo $r 6 

Tahun 2018 Te$ntang Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap. 

Pe$ndaftaran tanah me$nurut Pe$raturan Pe$me$rintah no$mo$r 24 tahun 1997 te$ntang Pe$ndaftaran tanah adalah 

rangkaian ke$giatan yang dilakukan O$le$h Pe$me$rintah se$cara te$rus me$ne$rus, be$rke$sinambungan dan te$ratur, 

me$liputi pe$ngumpulan, pe$ngo$lahan, pe$mbukuan, dan pe$nyajian se$rta pe$me$liharaan data fisik dan data yuridis, 

dalam be$ntuk pe$ta dan daftar, me$nge$nai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, te$rmasuk pe$mbe$rian 

surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun 

se$rta hak-hak te$rte$ntu yang me$mbe$baninya. Adapun tahapan pe$laksanaan pro$gram Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis 

Le$ngkap (PTSL), yaitu : (1) pe$re$ncanaan dan pe$rsiapan, (2) pe$ne$tapan lo$kasi ke$giatan PTSL, (3) pe$mbe$ntukan 

dan pe$ne$tapan Panitia Ajudikasi PTSL, (4) pe$nyuluhan, (5) pe$ngumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang 

tanah, (6) pe$me$riksaan tanah, (7) pe$ngumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah se$rta pe$mbuktian hak, 

(8) pe$ne$rbitan ke$putusan pe$mbe$rian atau pe$ngakuan Hak atas Tanah, (9) pe$mbukuan dan pe$ne$rbitan Se$rtipikat 

Hak atas Tanah, dan (10) pe$nye$rahan Se$rtipikat Hak atas Tanah.[3]  

Pe$laksanaan pro$gram ini diharapkan dapat me$mpe$rce$pat te$rcapainya pro$gram ke$rja yang te$lah dite$tapkan 

o $le$h Pe$me$rintah dan Ke$me $nte$rian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pe$rtanahan Nasio$nal Re$publik Indo$ne$sia. 

Pro $gram ini be$rtujuan untuk me$ndo$ro$ng para pe$me$gang hak atas tanah agar be$rse$dia me$nse$rtifikatkan tanah 

me$re$ka, se$rta me$mbantu me$nye$le$saikan be$rbagai se$ngke$ta tanah strate$gis de$ngan cara me$mbe$rikan ke$mudahan 

ke$pada masyarakat dalam me$ngurus se$rtifikat tanah.[4]  

Jika dibandingkan de$ngan pro$gram pe$ndaftaran se$rtifikat mandiri maka Pro$gram Pe$ndaftaran Tanah 

Siste$matis Le$ngkap (PTSL) me$nawarkan se$jumlah ke$le$bihan dibandingkan pe$mbuatan se$rtifikat tanah se$cara 

mandiri, te$rutama dari se$gi e$fisie$nsi waktu, biaya, dan ke$mudahan pro$se$s. PTSL dilakukan se$cara se$re$ntak di 

suatu wilayah de$ngan me$libatkan Badan Pe$rtanahan Nasio$nal (BPN), pe$me$rintah dae$rah, dan instansi te$rkait, 

se$hingga le$bih te$rstruktur dan ce$pat. Salah satu ke$unggulan utamanya adalah biaya yang le$bih re$ndah kare$na 

disubsidi o $le$h pe$me$rintah, me$ncakup hanya biaya administrasi, pe$ngukuran, dan pe$ndaftaran. Se$me$ntara itu, 

pe$mbuatan se$rtifikat se$cara mandiri me$me$rlukan biaya le$bih be$sar kare$na me$libatkan no$taris, pe$ngurusan 

do$kume$n, dan pro$se$s biro $kratis yang panjang. Se$lain itu, PTSL me$mudahkan masyarakat kare$na pe$me$rintah 



 

 

se$ring me$nye$diakan layanan je$mput bo$la, di mana pe$tugas langsung turun ke$ lapangan. Ini be$rbe$da de$ngan pro$se$s 

mandiri yang me$ngharuskan pe$milik tanah me$ngurus se$ndiri se$luruh tahapan di be$rbagai instansi. Se$cara 

ke$se$luruhan, PTSL be$rtujuan me$mpe$rce$pat pro$se$s pe$ndaftaran tanah se$cara nasio $nal dan me$mbe$rikan ke$pastian 

hukum yang le$bih je$las bagi masyarakat. 

E $fe$ktivitas dapat diukur de$ngan me$lihat se$jauh mana hasil yang dicapai se$suai de$ngan re$ncana yang te$lah 

dite$tapkan se$be$lumnya. Jika hasil akhir tidak se$suai de $ngan apa yang dire$ncanakan, maka hal te$rse$but 

me$nunjukkan bahwa pe$laksanaan ke$giatan be$lum be$rjalan se$cara e$fe$ktif. De$ngan kata lain, e$fe$ktivitas be$rkaitan 

de$ngan ke$te$patan tindakan dalam me$ncapai tujuan. Apabila tindakan yang dilakukan tidak te$pat, maka tujuan 

yang diinginkan juga sulit untuk te$rcapai. Se$lain itu, e$fe$ktivitas juga tidak bisa dile$paskan dari e$fisie$nsi, kare$na 

se$buah ke$giatan ide$alnya tidak hanya me$ncapai tujuan, te$tapi juga dilakukan de$ngan cara yang he$mat waktu, 

te$naga, dan biaya. 

Manaje$me$n pe$layanan publik yang dike$lo $la de$ngan baik ce$nde$rung me$nghasilkan pe$layanan yang 

be$rkualitas ke$pada masyarakat. Se$baliknya, apabila manaje$me$nnya kurang o$ptimal, hal ini dapat me$me$ngaruhi 

tingkat ke$pe$rcayaan masyarakat te$rhadap pe$me$rintah.[5] Pe$layanan publik yang baik dan be$rkualitas akan 

dirasakan o$le$h masyarakat apabila pe$me$rintah mampu me$nye$diakan layanan yang be $nar-be$nar me$me$nuhi 

ke$butuhan dan me$mbe$rikan manfaat nyata. Untuk me$wujudkan pe$layanan yang o $ptimal, dibutuhkan 

pro$fe$sio $nalisme$ dari pe$nye$dia layanan, yang me$ngacu pada standar pe$layanan yang je$las, pro$se$dur yang te$rtata, 

se$rta pe$laksanaan yang lancar, aman, te$rtib, me$miliki ke$pastian biaya dan waktu, se$rta didukung o$le$h dasar hukum 

yang kuat. Apabila se$mua unsur te$rse$but te$rpe$nuhi, maka masyarakat akan me$rasa puas te $rhadap layanan yang 

dibe$rikan. Ke$puasan ini nantinya akan me$mbe$ntuk citra po$sitif pe$me$rintah se$bagai pe $nye$dia layanan yang 

te$rpe$rcaya, se$kaligus me$ndo$ro $ng pe$ningkatan kualitas pe$layanan publik se$cara be$rke$lanjutan.[6]  

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian, maka pe$ne$liti me$ne$mukan be$be$rapa pe$rmasalahan yang me$nye$babkan 

Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL) se$bagai salah satu pro$gram ke$rja di Kanto$r Pe$rtanahan Kab. 

Minahasa didapati bahwa pe$mbagian tugas di se$tiap bagian, se$pe$rti pe$ngurusan se$rtifikat mandiri, pe$lapo$ran 

ke$uangan, pe$layanan lo$ke$t, hingga pe$ngarsipan do$kume$n pe$rtanahan, me$nye$babkan fo$kus para pe$gawai yang 

me$nangani pro$gram PTSL te$rpe$cah hingga me$ngalami ke$te $rlambatan dalam pro$se$s pe$nye$rahan se$rtifikat tanah. 

Hal ini me$ngakibatkan pe$nye$le$saian pro$gram PTSL me$lampaui batas waktu yang te$lah dite $ntukan, yaitu 98 hari. 

Hal lain yang me$nye$babkan ke$te$rlambatan dalam pro$se$s pe$nye$rahan se$rtifikat tanah juga dise$babkan o$le$h, masih 

re$ndahnya pe$mahaman masyarakat se$hingga be$rmasalahnya ke$le$ngkapan do$kume$n data fisik dan data yuridis 

tanah milik masyarakat, padahal data fisik dan data yuridis me$rupakan pe$rsyaratan administrasi kare$na me$rupakan 

do$kume$n-do$kume$n be$rlandas hukum dan be$risi info$rmasi se $hingga me$njadi pe$rsyaratan utama ke$tika me$lakukan 

pe$ndaftaran pro$gram Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL), dari 100 o$rang pe$mo $ho $n di se$tiap de$sa maka 

masyarakat yang masih saja me$ngabaikan ke$le$ngkapan be$rkas yaitu 10 o$rang, hal ini me$mpe$ngaruhi 

ke$langsungan pro$gram Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL).  

Fo $kus masalah dalam pe$ne$litian ini yaitu me$nge$nai E$fe$ktifitas Pro $gram Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis 

Le$ngkap (PTSL) Di Kanto$r Pe$rtanahan Kabupate$n Minahasa. De$ngan rumusan masalah adalah Bagaimana 

e$fe$ktivitas Pro$gram Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL) Di Kanto$r Pe$rtanahan Kabupate$n Minahasa. 

de$ngan tujuan pe$ne$litian Untuk me$nge$tahui se$jauh mana tingkat e$fe$ktivitas Pro$gram Pe$ndaftaran Tanah 

Siste$matis Le$ngkap (PTSL) Di Kanto $r Pe$rtanahan Kabupate $n Minahasa. 

 

2. Metode Penelitian 

Pe$ne$litian ini me$nggunakan je$nis pe$ne$litian de$skriptif de$ngan pe$nde$katan kualitatif, pe$ne$litian kualitatif ini 

digunakan agar supaya dapat me$lihat, me$nge$tahui, se$rta me$nggambarkan fe$no$me$na te$rte$ntu be$rdasarkan 

ke$nyataan yang ada se$suai pe$ristiwa yang te$rjadi di lapangan.[7] Penelitian ini menggunakan tiga metode 

pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumbe$r data dalam pe$ne$litian ini te$rdiri dari 

data prime$r dan se$kunde$r. De$ngan Indikato$r Pe$ne$litian, yaitu : Ke$be$rhasilan Pro$gram, Ke$be$rhasilan Sasaran, 

Ke$puasan Te$rhadap Pro$gram, dan Pe$ncapaian Tujuan Se$cara Me$nye$luruh.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

E $fe$ktivitas me$rupakan salah satu ukuran untuk me$nilai se$jauh mana tujuan yang dire$ncanakan dalam suatu 

ke$giatan dapat te$rcapai. E $fe$ktivitas pro $gram dapat dilihat dari ke$mampuan o$pe$rasio $nal dalam me$njalankan 

pro$gram ke$rja se$suai de$ngan tujuan yang te$lah dite$tapkan. Se $cara umum, e$fe$ktivitas me$nggambarkan se$jauh mana 

se$buah o$rganisasi mampu me$laksanakan tugas utamanya dan me$ncapai targe$t yang te$lah dite$ntukan.[8]  

E $fe$ktivitas pro$gram be$rkaitan de$ngan se$be$rapa be$sar ke$be$rhasilan suatu pro$gram atau ke$giatan di se$kto$r 

publik. Se$buah pro$gram dapat dikatakan e$fe$ktif jika mampu me$mbe$rikan dampak yang signifikan dan 

me$mbe$rikan pe$layanan ke$pada masyarakat se$suai de$ngan tujuan yang te$lah dite$tapkan.[9]  

Pe$layanan publik dapat dipahami se$bagai upaya pe$me $nuhan ke$butuhan dasar masyarakat yang me$rupakan 

hak se$tiap warga ne$gara dan pe$nduduk, me$ncakup barang, jasa, maupun pe$layanan administratif yang dise$diakan 

o $le$h instansi pe$nye$le$nggara pe$layanan yang be$rkaitan de$ngan ke$pe$ntingan umum. Masyarakat se$bagai pe$ne$rima 

layanan me$miliki e$kspe$ktasi te$rhadap kine$rja aparatur pe$nye$le$nggara pe$layanan publik yang pro$fe$sio $nal. O$le$h 

kare$na itu, tantangan bagi pe$me$rintah pusat maupun pe$me$rintah dae$rah saat ini adalah bagaimana 



 

 

me$nye$le$nggarakan pe$layanan publik yang mampu me$ningkatkan kualitas se$hingga dapat me$mbe$rikan ke$puasan 

ke$pada masyarakat. Se$bab, kualitas dan tingkat ke$puasan masyarakat me$njadi indikato$r utama dalam me$nilai baik 

atau buruknya suatu pe$layanan.[10]  

Pe$nilaian te$rhadap e$fe$ktivitas suatu pro$gram pe$rlu dilakukan untuk me$nge$tahui se$be$rapa be$sar dampak atau 

manfaat yang dihasilkan dari pe$laksanaan pro$gram te$rse$but. Me$lalui pe$nilaian ini, e$fe$ktivitas pro $gram bisa dilihat 

de$ngan je$las. Se$buah pro$gram dianggap e$fisie$n jika dijalankan se$suai de$ngan pro$se$dur yang be$rlaku, se$dangkan 

dikatakan e$fe$ktif jika pro$gram te$rse$but dilaksanakan de$ngan be$nar dan me$mbe$rikan manfaat nyata bagi pe$ne$rima 

pro$gram. 

Pe$laksanaan suatu pro$gram te$ntu saja tidak te$rle$pas dari be$rbagai macam pe$rso $alan yang ada, hal ini dapat 

kita lihat be$rdasarkan te$muan-te$muan di lapangan se$iring de$ngan pe$laksanaan pro$gram Pe$ndaftaran Tanah 

Siste$matis Le$ngkap (PTSL) me$mang masih me$ngalami be$be$rapa ke$ndala atau pe$rmasalahan baik pada 

masyarakat se$bagai pe$ne$rima pro$gram yang masih kurang me$manfaatkan ke$hadiran pro$gram Pe$ndaftaran Tanah 

Siste$matis Le$ngkap (PTSL), pe$me$rintah De$sa / Ke$lurahan yang masih kurang me$ndukung jalannya pro$gram 

Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL), juga dari pihak Inte$rnal yaitu pe$tugas Kanto$r Pe$rtanahan Kab. 

Minahasa yang masih te$rke $ndala dalam pe$laksanaan pro$gram Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL) 

kare$na pe$limpahan tugas dan ke$le$ngkapan be$rkas pe$mo$ho $n. 

Be$rdasarkan hasil pe$ne $litian yang dilakukan, pe$ne$liti me$ngukur tingkat e$fe$ktivitas pro $gram Pe$ndaftaran 

Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL) di Kanto$r Pe$rtanahan Kabupate$n Minahasa de$ngan me$ngacu pada te$o $ri 

pe$ngukuran e$fe$ktivitas yang dike$mukakan o$le$h Campbe$ll J. P. dalam Mutiarin (2014). Te$o $ri te$rse$but 

me$nye$butkan bahwa e$fe$ktivitas suatu pro$gram dapat diukur me$lalui e$mpat indikato$r utama, yaitu: (1) ke$be$rhasilan 

pro$gram, (2) ke$be$rhasilan sasaran, (3) tingkat ke$puasan te $rhadap pro$gram, dan (4) pe$ncapaian tujuan se$cara 

me$nye$luruh.[11] 

 

1. Ke$be$rhasilan Pro$gram 

Se$cara garis be$sar, e$fe $ktivitas ke$rja digunakan untuk me$nilai se$jauh mana hasil pe$ke$rjaan se$suai de$ngan 

re$ncana atau ke$bijakan yang te$lah dite$tapkan, yang pada akhirnya be$rtujuan untuk me$ncapai targe$t yang 

diinginkan. Suatu pe$ke$rjaan dikatakan e$fe$ktif apabila tujuan te$rse$but be$rhasil dicapai. O$le $h kare$na itu, tingkat 

e$fe$ktivitas ke$rja dalam se $tiap o$rganisasi, baik pe$me$rintah maupun no$n-pe$me$rintah, dapat be$rbe$da-be$da 

te$rgantung pada karakte$ristik masing-masing o$rganisasi.[12]  

Be$rdasarkan hasil pe$ne $litian, pro$gram Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL) masih be$lum be$rjalan 

de$ngan maksimal. Me$skipun pro$gram ini me$nawarkan banyak ke$untungan dan jaminan ke$pastian hukum bagi 

masyarakat, namun pada ke$nyataannya masih banyak warga yang kurang pe$duli. Hal ini te$rjadi kare$na masih 

re$ndahnya pe$mahaman masyarakat me$nge$nai pe$ntingnya se $rtifikat tanah se$bagai bukti ke$pe $milikan yang sah dan 

te$rtinggi.  

Dalam pe$laksanaannya, ke$be$rhasilan pro$gram ini sangat dipe$ngaruhi o $le$h bagaimana ke$giatan dijalankan di 

lapangan dan se$jauh mana tujuan pro$gram bisa te$rcapai. Di lapangan, pro$se$s pe$laksanaan masih me$nghadapi 

be$be$rapa ke$ndala. Salah satunya be$rasal dari be$ban ke$rja pe$gawai yang te$rlibat dalam pro$gram PTSL. Walaupun 

me$re$ka sudah be$rusaha me$nyisihkan waktu untuk fo$kus pada pro$gram ini, te$tapi me$re$ka te$tap me$miliki tanggung 

jawab di bidang ke$rja masing-masing. Misalnya, ada yang masih harus me$nangani pe$ngurusan se$rtifikat mandiri, 

pe$lapo$ran ke$uangan, pe$layanan lo$ke$t, hingga pe$ngarsipan do$kume$n pe$rtanahan. Ko$ndisi ini me$nunjukkan bahwa 

ke$mampuan pe$laksana dalam me$nge$lo $la ke$giatan pro$gram masih te$rbagi, se$hingga tujuan pro$gram be$lum dapat 

te$rcapai se$cara o$ptimal. Pe$laksanaan di lapangan juga be$lum se$pe$nuhnya be$rjalan se$suai harapan, yang akhirnya 

me$me$ngaruhi tingkat ke$be$rhasilan pro$gram se$cara ke$se$luruhan.  

David C. Ko$rte$n be$rpe$ndapat bahwa daya ke$rja dari suatu pro$gram pe$mbangunan adalah fungsi ke$se$suaian 

antara me$re$ka yang dibantu, pro$gram dan o$rganisasi yang me$mbantu. De$ngan istilah yang le$bih khusus, pro$gram 

pe$mbangunan akan gagal me$majukan ke$se$jahte$raan suatu ke$lo$mpo $k jika tidak ada hubungan yang e$rat antara 

ke$butuhan-ke$butuhan pihak pe$ne$rima bantuan de$ngan hasil pro$gram, pe$rsyaratan pro$gram de$ngan ke$mampuan 

nyata dari o$rganisasi pe$mbantu dan ke$mampuan pe$ngungkapan ke$butuhan o$le$h pihak pe$ne$rima dan pro$se$s 

pe$ngambilan ke$putusan dari o$rganisasi pe$mbantu.[13]  

  

2. Ke$be$rhasilan Sasaran 

E $fe$ktivitas tidak hanya diukur dari te$rcapainya tujuan, te$tapi juga dari me$kanisme$ yang mampu 

me$mpe$rtahankan dan me$ndukung pe$ncapaian te$rse$but dalam jangka panjang. Ke$be$rhasilan pro$gram harus dilihat 

dari ke$be$rlanjutan dan dampaknya te$rhadap tujuan awal. O $le$h kare$na itu, pe$nilaian e$fe$ktivitas me$ncakup dua 

aspe$k utama yaitu pe$ncapaian sasaran se$rta upaya me$mpe$rtahankan atau me$ningkatkan hasil yang te$lah dicapai. 

Ke$be$rhasilan suatu pro$gram dapat dilihat dari se$be$rapa jauh tujuan pro$gram te$rse$but be$rhasil dicapai dan 

manfaatnya dapat dirasakan o $le$h masyarakat sasaran. Dalam pe$laksanaan pro$gram, ke$be $rhasilan tidak hanya 

dite$ntukan o$le$h upaya pe$laksana dalam me$nyampaikan info$rmasi, te$tapi juga be$rgantung pada se$jauh mana 

masyarakat dapat me$ne$rima dan be$rpartisipasi se$cara aktif. Hal ini se$suai de$ngan pe$mahaman bahwa pe$ncapaian 

sasaran pro$gram harus me$ncakup aspe$k ko$munikasi yang e$fe$ktif dan dukungan lingkungan yang me$madai. 



 

 

Hasil pe$ne$litian me$nunjukkan bahwa pro$gram Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL) sudah cukup 

be$rhasil dalam hal so$sialisasi yang dilakukan pe$tugas me$lalui be$rbagai cara, se$pe$rti pe$rte$muan di tingkat de$sa, 

me$dia so$sial, dan bro$sur. Usaha ini pe$nting kare$na ko$munikasi yang baik me$njadi kunci agar masyarakat 

me$mahami dan ikut se$rta dalam pro$gram. 

Namun, ke$be$rhasilan pro$gram ini masih te$rbatas o $le$h be$be$rapa ke$ndala. Misalnya, ke$lo $mpo$k masyarakat 

lanjut usia me$ngalami ke$sulitan me$ngakse$s me$dia so $sial se $hingga info$rmasi tidak te$rsampaikan se$cara me$rata. 

Se$lain itu, para aparat De$sa/Ke$lurahan kurang re$spo $nsif dalam me$mbantu masyarakat me$nyiapkan ke$le$ngkapan 

administrasi, se$pe$rti surat hibah, surat ke$te$rangan waris, atau surat ke$te$rangan ke$pe$milikan tanah. Bahkan, pro$se$s 

pe$mbuatan do$kume$n-do$kume$n te$rse$but se$ring kali be$rlangsung cukup lama, se$hingga me $nyulitkan masyarakat 

dalam me$me$nuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk me$ngikuti pro$gram PTSL. Le$bih jauh, ke$te$rlibatan 

pe$me$rintah de$sa dalam me$nyo $sialisasikan pro$gram juga be$lum o $ptimal, yang me$nye$babkan re$ndahnya tingkat 

partisipasi masyarakat, kare$na tidak se$mua masyarakat me$nge$tahui adanya pro$gram PTSL di De$sa/Ke$lurahan 

te$mpat me$re$ka tinggal. Ko$ndisi ini me$nunjukkan bahwa se $lain ko$munikasi, fakto$r pe$ndukung dari lingkungan 

se$kitar, khususnya aparat de$sa dan ke$lurahan, sangat be$rpe$ngaruh te$rhadap ke$be$rhasilan pe $ncapaian sasaran. 

Ini me$nunjukkan bahwa ke$be$rhasilan pro$gram tidak hanya te$rgantung pada pe$tugas yang me$njalankan, tapi 

juga sangat dipe$ngaruhi o$le$h dukungan dan ke$te$rlibatan dari o$rang-o$rang di se$kitar, se$pe$rti pe$me$rintah 

De$sa/Ke$lurahan. Kare$na itu, pe$nting untuk me$mpe$rbaiki cara pe$nyampaian info$rmasi supaya se$mua lapisan 

masyarakat bisa me$nge$rti, dan juga me$ningkatkan bantuan dalam urusan administrasi agar tujuan pro$gram bisa 

te$rcapai de$ngan baik. 

Ke$be$rhasilan sasaran me$rupakan indikato$r e$fe$ktivitas yang dinilai be$rdasarkan pe$ncapaian tujuan. 

E $fe$ktivitas suatu o $rganisasi tidak hanya be$rgantung pada pe$ncapaian sasaran, te$tapi juga me$kanisme$ dalam 

me$mpe$rtahankannya. De$ngan de$mikian, pe$nilaian e$fe$ktivitas harus me$mpe$rtimbangkan baik sasaran maupun 

tujuan, yang dapat diukur dari se$jauh mana pro$gram atau ke$bijakan pe$me$rintah me$ncapai targe$t yang te$lah 

dite$tapkan.[14]  

 

3. Ke$puasan Te$rhadap Pro $gram 

Kualitas suatu pro$gram sangat be$rpe$ran dalam me$ne$ntukan bagaimana pe$ne$rima manfaat me$rasakan 

ke$be$rhasilan pro$gram te$rse$but. Se$makin baik kualitas pe$layanan dan pe$laksanaan, se$makin po$sitif re$spo $ns yang 

muncul dari masyarakat yang me$njadi sasaran. Hal ini me$nunjukkan bahwa ke$be$rhasilan se$buah pro$gram tidak 

hanya dite$ntukan o$le$h pe$re $ncanaan dan pe$laksanaan te$knis, te$tapi juga o$le$h se$jauh mana masyarakat dapat 

me$rasakan manfaat se$rta pe$layanan yang me$madai dari pro$gram te$rse$but. 

Dalam ko $nte$ks pro $gram Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap, hasil pe$ne$litian me$nunjukkan bahwa 

ke$puasan masyarakat te$rhadap pro$gram Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap ini masih kurang, masyarakat 

te$ntunya me$rasa te$rbantu de$ngan adanya pro$gram ini namun dalam pe$laksanaannya masyarakat masih me$rasa 

pe$layanan yang dibe$rikan o$le$h pe$tugas be$lum maksimal kare$na pe$nye$rahan se$rtifikat tanah se$ndiri tidak se$suai 

de$ngan waktu yang te$lah di janjikan yaitu 98 hari atau se$kitar tiga bulan, hal ini te$ntunya diakui atau disadari o$le$h 

para pe$tugas yang ada di Kanto $r Pe$rtanahan kare$na me$re$ka me$rasa bahwa ke$re$sahan masyarakat itu timbul dari 

adanya pe$limpahan tugas, se $hingga me$mbuat pe$nye$rahan se $rtifikat tanah se$ringkali te$rtunda. Se$rta ke$luhan yang 

masyarakat sampaikan yaitu masih kurang me$nge$rti te$ntang pro$gram dan syarat-syarat ke$te$ntuan kare$na 

so $sialisasi yang masih kurang 

De$ngan de$mikian, dapat dipahami bahwa pe$rse$psi masyarakat te$rhadap pro$gram ini sangat dipe$ngaruhi o$le$h 

aspe$k te$knis pe$laksanaan dan ko$munikasi yang dilakukan o$le$h pihak pe$nye$le$nggara. Untuk me$ningkatkan 

pe$ne$rimaan dan apre$siasi masyarakat, dipe$rlukan pe$rbaikan dalam hal ke$je$lasan waktu pe$layanan se$rta 

pe$ningkatan upaya so$sialisasi agar masyarakat le$bih me$mahami dan me$rasa le$bih nyaman de$ngan pro$se$s yang 

ada. 

Pe$layanan ke$pada masyarakat dapat dianggap e$fe$ktif apabila masyarakat me$rasakan ke$mudahan dalam 

me$ngakse$s layanan yang dibe$rikan, yang ditandai de$ngan pro $se$s yang le$bih ce$pat, e$fisie$n, te$rjangkau, re$spo $nsif, 

se$rta me$mbe$rikan hasil yang pro$duktif. E$fe$ktivitas se$ndiri me$rupakan salah satu indikato$r ke $be$rhasilan yang ingin 

dicapai o$le$h se$buah o$rganisasi dalam rangka me$me$nuhi ke$puasan masyarakat se$suai de$ngan tujuan yang te$lah 

dirumuskan se$be$lumnya. Tingkat e$fe$ktivitas ini dapat die$valuasi de$ngan cara me$mbandingkan antara pe$re$ncanaan 

atau targe$t yang te$lah dite$tapkan de$ngan hasil aktual yang dipe$ro$le$h. Apabila hasil yang dicapai be$lum se$suai 

de$ngan re$ncana yang te$lah dite$ntukan, maka pe$layanan te$rse $but be$lum dapat dikate$go $rikan se$bagai e$fe$ktif.[15]  

 

4. Pe$ncapaian Tujuan Se$cara Me$nye$luruh 

Me$nurut pandangan Campbe$ll, pe$ncapaian tujuan tidak hanya diukur dari te$rpe$nuhinya targe$t-targe$t 

kuantitatif, te$tapi juga dari bagaimana o$rganisasi atau pe$laksana pro$gram me$njalankan tugas dan fungsinya se$cara 

o $ptimal untuk me$ncapai tujuan te$rse$but. Artinya, ke$be$rhasilan dilihat dari aspe$k pro$se$s maupun hasil akhir.[16]  

Dalam ko $nte$ks pe$ncapaian tujuan Pro $gram Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL), se$cara umum 

me$mang me$mbe$rikan dampak po$sitif, se$pe$rti se$makin banyaknya tanah yang be$rse$rtifikat dan adanya ke$pastian 

hukum bagi masyarakat. Hal ini me$nunjukkan bahwa pro$gram ini be$rjalan ke$ arah yang diharapkan. Namun, jika 



 

 

dilihat le$bih dalam, masih ada be$be$rapa hal yang me$nunjukkan bahwa pe$laksanaan di lapangan be$lum se$pe$nuhnya 

se$suai de$ngan harapan awal. 

Masih dite$mukan hambatan, se$pe$rti ke$tidakte$litian pe$tugas dalam me$nge$lo $la do$kume$n dan pe$rlakuan tidak 

o $bje$ktif te$rhadap pe$mo$ho$n yang dike$nal se$hingga be$rkasnya dilo $lo$skan me$skipun be$lum le$ngkap. Ko$ndisi ini 

me$nggambarkan bahwa prinsip ke$adilan dan pro$fe$sio $nalisme$ dalam pe$layanan be$lum se$pe$nuhnya te$rwujud. Hal 

ini me$nunjukkan inte$gritas pe$laksanaan be$lum se$pe$nuhnya te$rjaga. 

Se$lain itu, dari se$gi waktu, te$rdapat ke$tidakse$suaian antara re$ncana dan re$alisasi. Pro $gram yang dirancang 

untuk me$mpe$rce$pat pro$se$s pe$ndaftaran se$rtifikat tanah, di be$be$rapa lo$kasi pro$se$snya justru me$makan waktu 

cukup lama, be$be$rapa lo$kasi justru me$makan waktu 6–10 bulan. Bahkan, se$rtifikat tahun anggaran 2023 baru 

dise$rahkan pada 2024. Ko$ndisi-ko $ndisi te$rse$but me$nunjukkan bahwa me$skipun hasil se $cara jumlah tampak 

me$ningkat, be$be$rapa aspe$k pe$nting se$pe$rti ke$te$patan waktu, ke$akuratan pro$se$s, dan ke$adilan layanan masih pe$rlu 

dipe$rbaiki agar tujuan utama pro$gram ini be$nar-be$nar bisa te$rcapai se$cara me$nye$luruh dan me$rata. 

Se$bagaimana disampaikan o$le$h Duncan dalam Ste$e$rs (2020:53), Pe$ncapaian tujuan me$rupakan se$buah hasil 

yang di capai suatu ke$lo $mpo$k dalam me$ncapai sasaran atau tujuan yang te$lah dite$tapkan se$be$lumnya. De$ngan 

de$mikian, ke$be$rhasilan PTSL se$baiknya tidak hanya dilihat dari jumlah se$rtifikat yang te$lah dite$rbitkan, te$tapi 

juga dari bagaimana pro$se$snya be$rjalan, apakah sudah adil, transparan, dan me$mbawa dampak po$sitif se$cara nyata 

bagi masyarakat.[17] 

 

Kesimpulan 

Pro $gram Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL) be$lum be$rjalan de$ngan baik hal ini dikare$nakan:  

(1) masyarakat masih abai te$rhadap pe$ntingnya se$rtifikat tanah se$bagai bukti ke$pe$milikan te$rtinggi. Se$lain itu, 

pe$limpahan tugas me$mpe$ngaruhi pe$laksanaan pro$gram, se $bab me$ski pe$gawai sudah me$luangkan waktu untuk 

PTSL, waktunya te$tap te$rsita o $le$h tugas lain se$pe$rti se$rtifikat mandiri, pe$lapo$ran ke$uangan, lo $ke$t, dan arsip tanah. 

Maka dipe$rlukan dipe$rlukan pe$gawai khusus untuk fo$kus pada PTSL agar pe$tugas tidak te$rbe$bani tugas lain, 

se$hingga pro$gram be$rjalan le $bih o$ptimal. (2) So$sialisasi le$wat me$dia so $sial kurang me$njangkau pe$mo$ho$n lansia, 

dan Pe$me$rintah De$sa/Ke$lurahan be$lum maksimal me$nye$barkan info$rmasi, se$hingga masih banyak masyarakat 

yang tidak me$nge$tahui adanya pro$gram PTSL. Bahkan, aparat De$sa/Ke$lurahan ke$rap me$nyulitkan pro$se$s 

pe$mbuatan do$kume$n se$pe$rti surat hibah, alih waris, dan ke$te $rangan ke$pe$milikan, yang se$ring dilambatkan. Pe$rlu 

me$ningkatkan ke$rja sama de$ngan aparat de$sa dan ke$lurahan agar pe$ngurusan surat tanah le$bih mudah dan 

masyarakat le$bih mudah me$njangkau pro$gram PTSL. (3) Syarat PTSL masih dike$luhkan masyarakat kare$na 

jumlahnya banyak dan pe$mahaman me$re$ka masih kurang akibat so $sialisasi yang hanya dilakukan se$kali o$le$h 

Kanto $r Pe$rtanahan Kab. Minahasa. Kanto$r Pe$rtanahan Minahasa pe$rlu me$ningkatkan so $sialisasi se$cara inte$nsif 

dan me$nye$luruh agar pro$gram PTSL be$rjalan maksimal dan me$muaskan masyarakat. (4) Se$cara umum, PTSL 

be$rhasil me$nciptakan ke$pastian hukum, namun masih te$rke$ndala ke$tidakte$litian pe$tugas dalam pe$ngumpulan 

be$rkas, se$hingga do$kume$n yang be$lum le$ngkap te$tap dipro$se $s. Waktu dari so $sialisasi hingga pe$nye$rahan se$rtifikat 

pun masih panjang, bahkan ada se$rtifikat tahun anggaran 2023 yang baru dise$rahkan di 2024. Kanto$r Pe$rtanahan 

Minahasa diharapkan pe$rlu me$nata dan me$mpe$rsiapkan pro$gram PTSL de$ngan le$bih baik agar pe$layanan 

maksimal, te$pat sasaran, dan te$pat waktu, te$rutama dalam pe$nye$rahan se$rtifikat. 
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